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KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM
PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh:
Rosalind Angel Fanggi
Abstraksi

Indonesia adalah negara berkeTuhanan. Agama adalah unsur yang harus
ada dalam national and character building. Walaupun telah diatur dalam KUHP
tetapi banyak didapati pengguguran kandungan. Tulisan ini hendak menggali
kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan dalam hukum positif..
Kesimpulannya adalah kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan yang diatur
dalam hukum positif belum cukup memberikan jaminan perlindungan kesehatan.
Saran adalah pengguguran kandungan bukanlah langkah terbaik yang dipilih tetapi
dalam kondisi membahayakan kesehatan sebaiknya perlu pengaturan yang
memberi rasa perlindungan dan jaminan kesehatan ibu hamil, perlu dirumuskan
aturan yang memberikan kepastian hukum bagi dokter-pasien, pengaturan
kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan hendaknya berdasarkan Pancasila
dan tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci: kebijakan kriminalisasi, pengguguran kandungan, pembaruan hukum
pidana

BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkeTuhanan di mana agama menempati
posisi sentral dan merupakan unsur yang harus ada dalam national and character
building. Seperti yang dikemukakan oleh Alfred Denning bahwa ‘without religion

there can be no morality and without morality there can be no law™

Pendapat
tersebut menunjukkan adanya korelasi yang erat antara agama, moral dan hukum.
Hukum tidak akan ada tanpa adanya masyarakat pendukungnya, begitu pula
sebaliknya. Dengan hidup dan berkembangnya masyarakat maka ada dan
berlakunya hukum diperlukan guna menjaga kelangsungan ketertiban dan
kesejahteraan masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan pernyataan di atas maka munculnya pengguguran
kandungan menunjukkan adanya faktor kriminogen antara sistem hukum yang ada
dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Walaupun telah ada pengaturan di

dalam KUHP tetapi masih banyak didapati kasus-kasus pengguguran kandungan

! Eman Sulaeman, Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, 2008,

Semarang: Walisongo Press, him 10-11. Lihat pula Oemar Senoadji, Mass Media dan Hukum,
1977 Jakarta: Erlangga, him. 141.



